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ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PERTANIAN
TRADISIONAL: STUDI SEWA LAHAN BERBASIS PANEN DI DESA
TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR

Oleh :
Hamad Akbar

Praktik sewa lahan pertanian dengan sistem pembayaran hasil panen merupakan
bentuk kerja sama agraria tradisional yang masih eksis dan mengakar kuat dalam
kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Tanjung Kemuning,
Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Sistem ini menunjukkan
keberlangsungan pola hubungan agraria berbasis kepercayaan dan kesetaraan
relasi, di mana hukum adat berfungsi sebagai pengatur utama di luar sistem
hukum formal negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam
bagaimana pelaksanaan sewa lahan dengan hasil panen sebagai alat pembayaran
dilakukan, serta menelaah kedudukan dan fungsi hukum adat dalam mengatur
praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan
pendekatan deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam
terhadap lima informan utama, yakni dua orang penyewa lahan, dua pemilik
lahan, dan satu ketua adat setempat. Data dianalisis secara induktif dengan
memadukan pendekatan sosiologis dan yuridis terhadap praktik hukum adat yang
hidup (living law) serta konsep keadilan agraria berbasis lokal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perjanjian sewa lahan dilakukan secara lisan, tanpa dokumen
tertulis, namun sah dan mengikat berdasarkan pengakuan kolektif masyarakat.
Pembagian hasil panen adalah pembagian 1:2, penyewa memperoleh 2 bagian
(66%), pemilik lahan 1 bagian (33%) jika seluruh biaya dan pengolahan
ditanggung penyewa. Namun sistem ini bersifat fleksibel, apabila pemilik lahan
turut membantu penyediaan alat atau pupuk, maka pembagian dapat disesuaikan,
menjadi 1:1. Artinya, pembagian hasil selalu mempertimbangkan kontribusi riil
masing-masing pihak dalam proses pertanian. Mekanisme ini tidak hanya
berfungsi sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kerja sama
tradisional yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kearifan lokal.
Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat, dan pengawasan
sosial serta sanksi moral menjadi alat pengendali utama. Dengan demikian,
hukum adat di Desa Tanjung Kemuning memiliki legitimasi sosial yang kuat
dalam mengatur relasi sewa lahan. Sistem ini tidak hanya mencerminkan
keberlanjutan tradisi, tetapi juga menunjukkan efektivitas hukum non-formal
dalam menciptakan keadilan agraria yang partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai
dengan nilai-nilai lokal.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sewa Lahan, Hasil Panen, Pertanian Tradisional
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ABSTRACT

THE POSITION OF CUSTOMARY LAW IN TRADITIONAL
AGRICULTURAL PRACTICES: A STUDY OF HARVEST-BASED LAND
LEASING IN TANJUNG KEMUNING VILLAGE, KAUR REGENCY

By:
Hamad Akbar

The practice of leasing agricultural land through harvest-based payment remains a
traditional agrarian partnership that is still prevalent and deeply rooted in rural
communities, including in Tanjung Kemuning Village, Tanjung Kemuning
Subdistrict, Kaur Regency. This system reflects the continuity of agrarian
relations built on trust and equality, where customary law serves as the main
regulator beyond the state’s formal legal framework. This study aims to examine
in depth how land leasing with harvest-based payments is implemented, and to
analyze the role and function of customary law in governing such practices. The
research employed an empirical legal method with a descriptive-qualitative
approach. Data were collected through in-depth interviews with five key
informants: two land tenants, two landowners, and the local customary leader. The
data were analyzed inductively by integrating sociological and juridical
approaches to living customary law and the concept of locally based agrarian
justice. The findings reveal that land lease agreements are made orally, without
written documentation, yet they are considered valid and binding based on the
community’s collective recognition. The harvest-sharing arrangement follows a
1:2 ratio, where tenants receive two shares (66%) and landowners one share
(33%) if all cultivation costs are borne by the tenant. However, this system is
flexible: when landowners contribute tools or fertilizers, the division may shift to
1:1. Thus, the distribution of harvests always reflects the actual contributions of
each party in the farming process. This mechanism functions not only as an
economic relationship but also as a traditional form of cooperation that upholds
mutual assistance and local wisdom. Dispute resolution is carried out through
customary deliberation, with social supervision and moral sanctions serving as the
main instruments of control. Accordingly, customary law in Tanjung Kemuning
Village holds strong social legitimacy in regulating land leasing relations. This
system not only preserves tradition but also demonstrates the effectiveness of non-
formal law in creating agrarian justice that is participatory, sustainable, and
aligned with local values.

Keywords: Customary Law, Land Leasing, Harvest-Based Payment, Traditional
Agriculture
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sewa lahan pertanian merupakan praktik yang telah berlangsung lama
di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Tanjung Kemuning,
Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Sistem ini tidak hanya
menjadi solusi bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, tetapi juga
mencerminkan kearifan lokal masyarakat setempat. Salah satu bentuk kearifan
lokal yang masih dipraktikkan dalam sewa lahan pertanian di desa ini adalah
penggunaan sistem pembayaran dengan hasil panen, yang didasarkan pada
kepercayaan dan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan penyewa.

Mekanisme sewa-menyewa lahan dalam hukum agraria diatur pada
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang
mensyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.! Namun, dalam
praktiknya, hukum adat masih memegang peranan penting dalam hubungan
sewa lahan di pedesaan, termasuk di Desa Tanjung Kemuning. Perjanjian sewa
lahan lebih banyak didasarkan pada norma sosial yang diwariskan turun-
temurun, sehingga tidak selalu melibatkan kontrak tertulis yang mengikat
secara hukum formal.

Praktik pembayaran sewa dengan hasil panen memang memberikan

kemudahan bagi penyewa lahan yang umumnya memiliki keterbatasan modal.

! Isnaini dan Anggreni A. Lubis, 2022. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Pustaka
Prima, Medan, halaman 25.



Namun, sistem ini juga memiliki tantangan hukum, seperti tidak adanya bukti
tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. Hal
ini berpotensi menimbulkan konflik terkait jumlah hasil panen yang harus
diserahkan sebagai pembayaran, terutama dalam kondisi gagal panen atau
bencana alam. Selain itu, tanpa adanya standar yang jelas, pihak yang lebih
lemah, yaitu penyewa, sering kali berada dalam posisi yang kurang
menguntungkan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik seperti ini dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial. > Hendi Suardana dan Irvan
Iswandi dalam penelitiannya menemukan bahwa ketiadaan perjanjian tertulis
dalam praktik sewa lahan berbasis tradisional menjadi pemicu konflik, karena
tidak adanya landasan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak.> Rahmatul
Aisyah menyoroti bahwa dalam sistem pembayaran berbasis hasil panen,
potensi perselisihan meningkat, terutama jika terjadi kegagalan panen yang
mengakibatkan penyewa tidak dapat memenuhi kewajibannya. * Sementara
itu, Taufik Adikusuma Wardana mengungkapkan bahwa hukum adat yang

masih menjadi pegangan dalam praktik sewa lahan memiliki kelemahan

2 Muhamad Wildan Fawa’id dan Nur Huda, 2020. Praktik Sewa Lahan Pertanian di
Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam. El-Fagih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam,
6(1), halaman 40.

3 Hendi Suardana dan Irvan Iswandi, 2022. Praktik Sewa Sawah Sistem Bayar Panen
(Yarnen) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Penelitian Multidisiplin IImu, 1(3),
halaman 530.

4 Rahmatul Aisyah, 2024. Analisis Praktik Akad dan Sistem Pembayaran Sewa Menyewa
Lahan Pertanian Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Tegal Gede Kabupaten
Jember, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, halaman 17.



karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal di mata
negara.’

Sewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen di Desa Tanjung
Kemuning telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat lokal dan berlangsung
turun-temurun. Sistem ini dianggap lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi
ekonomi masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai
permasalahan hukum yang lebih serius akibat meningkatnya kebutuhan
ekonomi dan pergeseran pola kerja sama di masyarakat. Berdasarkan survei
lapangan, ditemukan beberapa kasus perselisihan terkait jumlah hasil panen
yang digunakan sebagai pembayaran, yang hingga saat ini belum memiliki
penyelesaian yang komprehensif.

Sewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen telah
berlangsung lama dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat lokal Desa
Tanjung Kemuning. Namun, permasalahan hukum yang lebih serius mulai
muncul dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya
kebutuhan ekonomi dan pergeseran pola kerja sama di masyarakat.
Berdasarkan survei lapangan bahwa ada kasus perselisihan terkait jumlah
hasil panen yang digunakan sebagai pembayaran hingga saat ini belum ada
penyelesaian yang komprehensif.’

Permasalahan sewa lahan pertanian di Desa Tanjung Kemuning terjadi

karena lemahnya pemahaman hukum masyarakat serta kebiasaan yang sudah

5 Taufik Adikusuma Wardana, 2017. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah
Pertanian Berdasarkan Hukum Adat (Studi kasus di Desa Mudal Kabupaten Boyolali), Skripsi
IImu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 25.

¢ Observasi awal di Desa Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, tanggal 15 Januari 2025

7 Ibid.



mengakar, di mana perjanjian cenderung berdasarkan kesepakatan lisan tanpa
dokumentasi tertulis. Hal ini membuka peluang terjadinya konflik, terutama
ketika hasil panen tidak mencukupi atau ketika salah satu pihak merasa
dirugikan. Selain itu, minimnya pengawasan dari pemerintah atau otoritas
terkait juga memperparah kondisi ini.®

Masalah ini menarik untuk diteliti karena secara hukum, setiap
perjanjian harus memiliki kepastian hukum, namun kenyataannya praktik
sewa lahan di Desa Tanjung Kemuning dilakukan secara lisan tanpa dokumen
tertulis. Penyelesaian konflik antara pihak yang terlibat cenderung dilakukan
secara adat atau kekeluargaan, yang tidak selalu adil dan tidak memberikan
perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak. Praktik ini memiliki
dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, terutama
dalam menjamin keberlangsungan pengelolaan lahan pertanian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa praktik sewa lahan
pertanian dengan hasil panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung Kemuning
memiliki problematika hukum. Kesenjangan terlihat dari perbedaan antara
ketentuan hukum yang seharusnya berlaku dengan realitas di lapangan.
Masalah ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung,
tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat
setempat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk
mengidentifikasi sewa lahan berbasis panen dan kedudukan hukum adat dalam

praktik pertanian tradisional di Desa Tanjung Kemuning.

8 Ibid.



. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian dibuat dalam bentuk pertanyaan
sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum adat dalam praktik pertanian tradisional
dengan hasil panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur?

2. Bagaimana pelaksanaan sewa lahan pertanian dengan hasil panen sebagai
pembayaran di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning

Kabupaten Kaur?

. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai
berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam praktik pertanian
tradisional dengan hasil panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur.

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sewa lahan pertanian dengan hasil
panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung Kemuning Kecamatan

Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

. Kegunaan Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam
pengembangan teori hukum perdata, khususnya terkait dengan hukum

agraria sistem sewa-menyewa lahan pertanian berbasis hasil panen. Selain



itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya
yang lebih spesifik, seperti analisis efektivitas hukum adat dibandingkan
dengan hukum positif dalam penyelesaian konflik agraria.

. Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis yang dapat dimanfaatkan
oleh berbagai pihak, khususnya memberikan pemahaman hukum kepada
masyarakat setempat mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam
praktik sewa lahan, sehingga dapat meminimalkan konflik antara pemilik
lahan dan penyewa. Kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam
menyusun kebijakan lokal yang mendukung kepastian hukum dalam
praktik sewa-menyewa lahan, khususnya masukan untuk membentuk
mekanisme penyelesaian konflik di tingkat desa melalui lembaga mediasi

atau forum musyawarah yang efektif.



